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[bookmark: _Toc183453922]ABSTRAK
Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut adalah dengan mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien. Dalam penawaran umum perdana saham, emiten harus melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap sebelum emisi, emisi, dan pasca emisi. Dalam tahap sebelum emisi, salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh emiten adalah menyiapkan prospectus. Dalam praktiknya, tindakan-tindakan yang dapat merugikan calon investor ketika penawaran umum perdana saham oleh emiten seringkali ditemui ketidakbenaran isi prospektus. Ketidakbenaran tersebut dapat meliputi pernyataan yang tidak benar dalam profil perusahaan, manajemen perusahaan, laporan keuangan, dan kesepakatan deviden.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriftif-Analitis. Dengan metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara Yuridis Kualitatif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa; (1) Setiap prospektus yang dikeluarkan oleh emiten dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan bagi calon investor; (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 102 memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan sanksi hukum administratif terhadap perusahaan dan profesi penunjang yang melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan; (3) Selain itu, barang siapa yang melakukan perbuatan menyesatkan dalam bentuk misrepresentation, omission serta insider trading dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 104 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal.
Kata Kunci: Prospektus, Pasar Modal, Perlindungan Investor
















ABSTRACT

One of the legal arrangements needed to improve sustainable economic development is to develop a healthy, transparent and efficient capital market. In an initial public offering of shares, the issuer must go through several stages, namely: pre-emission, emission and post-emission stages. In the pre-emission stage, one of the things the issuer must prepare is to prepare a prospectus. In practice, actions that can be detrimental to potential investors during an initial public offering of shares by an issuer often result in incorrect contents of the prospectus. These untruths may include incorrect statements in company profiles, company management, financial reports, and dividend agreements.
This research uses descriptive-analytical research methods. The approach method that will be used is the Normative Juridical Approach. Data from library research and field research results were analyzed qualitatively.
From the research results it was concluded that; (1) Every prospectus issued by an issuer is prohibited from containing incorrect information about material facts that are necessary so that the prospectus does not provide a misleading picture for potential investors; (2) Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets Article 102 gives the OJK the authority to impose administrative legal sanctions on companies and supporting professions that violate the principle of openness; (3) In addition, anyone who commits misleading acts in the form of misrepresentation, omission and insider trading may be subject to criminal sanctions as regulated in Article 104 and Article 107 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets.
Keywords: Prospectus, Capital Market, Investor Protection


















[bookmark: _Toc183453924]RINGKESAN
Salah sahiji pangaturan hukum anu diperyogikeun pikeun ningkatkeun pangwangunan ékonomi anu lestari nyaéta ngembangkeun pasar modal anu séhat, transparan sareng efisien. Dina panawaran umum perdana saham, penerbit kudu ngaliwatan sababaraha tahapan, nya éta: tahap pra-émisi, émisi jeung post-émisi. Dina tahap pra-émisi, salah sahiji hal anu kudu disiapkeun ku penerbit nyaéta nyiapkeun prospektus. Dina prakna, lampah nu bisa ngarugikeun ka investor poténsi salila panawaran umum awal saham ku penerbit mindeng ngalibetkeun eusi lepat tina prospektus nu. Kabohongan ieu tiasa kalebet pernyataan anu salah dina propil perusahaan, manajemén perusahaan, laporan kauangan, sareng perjanjian dividen.

Ieu panalungtikan ngagunakeun métode déskriptif-analitik. Métode pendekatan anu baris digunakeun nya éta Pendekatan Yuridis Normatif. Data hasil panalungtikan pustaka jeung hasil panalungtikan lapangan dianalisis sacara kualitatif.

Tina hasil panalungtikan dicindekkeun yén; (1) Unggal prospektus anu dikaluarkeun ku penerbit dilarang ngandung inpormasi anu salah ngeunaan fakta material anu dipikabutuh supados prospektus henteu masihan gambaran anu nyasabkeun pikeun calon investor; (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ngeunaan Pasar Modal Pasal 102 méré wewenang ka OJK pikeun nimbulkeun sanksi hukum administratif ka pausahaan jeung profési pendukung anu ngalanggar prinsip keterbukaan; (3) Salian ti éta, sing saha waé anu ngalakukeun kalakuan nyasabkeun dina wangun misrepresentation, omission, jeung insider trading bisa dikenaan sanksi pidana sakumaha diatur dina Pasal 104 jeung Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Taun 1995 ngeunaan Pasar Modal.
Kecap Konci: Prospektus, Pasar Modal, Perlindungan Investor







I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Salah satu prasyarat agar Indonesia bisa menjadi negara maju (developed country) maka harus berupaya melakukan pembangunan nasional di segala aspek yang memerlukan biaya besar dan tidak dapat dibiayai oleh pemerintah lewat Anggaran Pendepatan Belanja Negara (ABPN). Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah melalui pasar modal yang sehat, kuat, dan berdaya saing sebagai sarana investasi masyarakat.
Mengingat pasar modal sebagai salah satu instrumen keuangan yang merupakan sumber pembiayaan usaha dan sebagai wadah atau tempat untuk menanamkan dana para investor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, maka wajib adanya kepastian hukum dan pengawasan dari sebuah lembaga resmi pemerintah agar kegiatan pasar modal berjalan sehat, efisien dan wajar.
Adanya kepastian hukum serta lembaga pengawas pasar modal dari pemerintah akan berbanding lurus dengan berkembang pesatnya iklim usaha di Indonesia. Sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, maka diatur mekanisme investasi di pasar modal agar bisa sehat, kuat dan berdaya saing dengan membentuk payung hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdapat pelanggaran dan/atau kejahatan terkait pasar modal seperti penipuan (fraud), manipulasi pasar (market manipulation), dan perdagangan orang dalam (insider trading). Pelakasanaan dan penegakan hukum pasar modal, merupakan suatu keharusan untuk dilakukan secara sungguh-sungguh, yang akan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pasar modal Indonesia. Karena indikator kondusif atau tidaknya investasi bisa dilihat pada pelaksanaan dan penegakan hukum pasar modal yang tidak tebang pilih.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan atau memperluas usaha dan memperbaiki struktur permodalannya ialah dengan cara melakukan penawaran umum perdana saham atau lebih popular dengan sebutan melantai di bursa. Proses tersebut dilakukan oleh emiten dengan alasan utama yaitu sebagai sarana untuk memperoleh tambahan dana untuk perkembangan Perusahaan.
Dalam penawaran umum perdana saham, emiten harus melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap sebelum emisi, emisi, dan pasca emisi. Dalam tahap sebelum emisi, salah satu hal yang harus dipersiapkan oleh emiten adalah menyiapkan prospektus. Emiten yang akan melakukan tahap sebelum emisi saham harus memberikan prospektus kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, calon investor dan stakeholder terkait mengenai segala fakta dan data materil mengenai Perusahaan yang akan melantai di bursa.
Prospektus merupakan dokumen penawaran efek yang disarikan dari berbagai dokumen penting Perusahaan dalam rangka penawaran umum perdana saham. Bagi emiten prospectus merupakan sarana untuk memperkenalkan diri (Introduction). Sedangkan bagi investor dan stakeholder terkait, prospektus merupakan media dimana mereka dapat mencari tahu sebanyak mungkin segala sesuatu mengenai emiten sebelum memutuskan untuk membeli efek yang ditawarkan.
Aspek transparansi dalam kegiatan pasar modal sangat fundamental karena akan berdampak hukum kepada emiten apabila tidak transparan dalam prospektus yang diberikan mengenai informasi usahanya. Transparansi dalam pasar modal berarti keharusan emiten, Perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk dalam undang-undang pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.
Dalam praktiknya, tindakan-tindakan yang dapat merugikan calon investor ketika penawaran umum perdana saham oleh emiten seringkali ditemui ketidakbenaran isi prospektus. Ketidakbenaran tersebut dapat meliputi pernyataan yang tidak benar dalam profil perusahaan, manajemen perusahaan, laporan keuangan, kesepakatan deviden, dll. 
Kasus yang terjadi seperti Perusahaan Asia Argumentum Assets Hong Kong Limited bersurat kepada lembaga Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perihal kejelasan investasinya di Indonesia. Perusahaan tersebut menilai ada pemalsuan yang dilakukan oleh PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk terkait laporan pajak dalam prospektus yang mengakibatkan selisih terhadap tagihan pajak yang cukup besar, dimana selisih itu timbul karena keuntungan yang diperoleh perusahaan berbeda dengan laporan keuangan yang dilaporakan. 
Tidak disampaikannya kebenaran menganai fakta/informasi material oleh emiten di dalam prospektus menimbulkan kerugian bagi investor. Kerugian yang dirasakan oleh investor secara umum dapat berupa tidak adanya gambaran bagi investor untuk melakukan keputusan investasi, investor tidak dapat memperkirakan risiko investasi yang akan terjadi, serta investor tidak dapat membuat keputusan investasi secara tepat
Menurut UUPM Pasal 35 melarang mengemukakan secara tidak benar atau salah mengemukakan fakta material kepada investor mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangan. Berdasarkan Pasal tersebut maka emiten wajib memberikan info rill tanpa harus menyembunyikan sesuatu mengenai laporan keuangan demi terciptanya penegakan prinsip keterbukaan dalam kegiatan pasar modal.
Berdasarkan pengamatan yang cermat terhadap latar belakang tersebut, maka menulis akan melakukan penelitian hukum dan merefleksinya dalam bentuk artikel jurnal dengan judul: Dampak Hukum Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham Terhadap Perlindungan Investor Pasar Modal.




B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana aturan hukum Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham?
2. Bagaimana dampak hukum Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham Bagi Investor Pasar Modal?
3. Bagaimana proses hukum Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham?
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengkaji aturan hukum Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Mengkaji dampak hukum Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham Bagi Investor Pasar Modal; dan
3. Mengkaji proses hukum Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham.
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis
a. Secara segi teoritis akademik, tulisan ini diharap dapat bermanfaat dalam peningkatan teori hukum dan aktualisasi ilmu hukum, terutama ilmu hukum ekonomi dan hukum pasar modal; dan
b. Diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham Terhadap.
2. Kegunaan Praktis
a. Berharap penelitian ini dapat memberi dampak yang penting bagi pribadi penulis, karena karya tulis ilmiah ini dapat menambah pendalaman pengetahuan dalam kemampuan membuat penelitian hukum; dan
b. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi kontribusi bagi terciptanya pengenalan konsep baru perlindungan hukum investor pasar modal apabila terjadi ketidakbenaran isi prospektus saat proses penawaran umum perdana saham.

II. KERANGKA PEMIKIRAN
Pengamalan nilai Pancasila sila ke-5 (lima), yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.  Dengan menjaga keseimbangan tersebut serta menghormati hak-hak orang lain akan melahirkan kesejahteraan umum. Hal tersebut satu tarikan nafas dengan apa yang diejawantahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke empat pada alinea ke-IV menyatakan bahwa, “...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum….”.
Lebih lanjut, dalam Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran untuk melahirkan kesejahteraan umum bagi segenap seluruh rakyat Indonesia dalam rangka pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam proses Pembangunan perekonomian nasional, peran negara sangat penting karena negara memiliki otoritas untuk mengatur dan membuat regulasi yang berkaitan dengan proses tersebut untuk menciptakan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupa tatanan hukum yang lebih spesifik untuk menggerakan berbagai kegiatan di bidang ekonomi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut adalah dengan mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien.
Secara etimologis pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu “pasar” dan “modal”. Dalam bahasa Inggris kata pasar digunakan beberapa istilah, seperti bursa, exchange, market, sedangkan untuk kata modal digunakan istilah, seperti efek, securities, dan stock. Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek.  Bursa efek pada umumnya merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli efek untuk diperdagangkan serta menghasilkan keuntungan satu sama lain.
Secara faktual pasar modal adalah pusat saraf finansial (financial nerve centre) suatu negara dan memiliki peranan penting terhadap pembangunan perekonomian Indonesia. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan harapan memperoleh keuntungan (return) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Dana tersebut di manfaatkan untuk investasi bagi eskalasi bisnis dan memperkuat stabilitas posisi keuangan Perusahaan agar bisa berkembang dan maju.
Pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik, lembaga pengawas dan profesi yang berkaitan dengan perdaganan efek. Secara teoritis pasar modal (capital market) di definisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk saham (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public authorities) maupun yang diterbitkan oleh perusahaan swasta (private sectors).
Selain itu, pasar modal (capital market) juga dapat diartikan sebagai tempat mempertemukan pemilik dana (supplier of fund) dengan penerima dana (user of fund) untuk tujuan investasi jangka menengah (middle-term investment) atau investasi jangka panjang (long-term investment). Dengan mekanisme kedua belah pihak melakukan jual beli perdagangan instrumen keuangan dimana pemilik dana (investor) menyerahkan sejumlah dana kepada penerima dana (emiten) dengan surat bukti kepemilikan efek. 
Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka menengah atau jangka panjang yang memperjualbelikan efek. Instrumen keuangan tersebut mempertemukan investor sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai emiten yang menerima modal. Oleh karena itu, pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepatan Pembangunan nasional. Hal ini karena pasar modal merupakan salah satu wadah pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. 
Bahwa agar pasar modal dapat mempercepat pembangunan nasional dibutuhkan payung hukum yang kukuh untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang terlibat. Landasan hukum pasar modal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Peran hadirnya UUPM diharapkan bisa melindungi kepentingan masyarakat selaku investor dari praktik yang merugikan agar tercipta iklim pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien.
Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah menciptakan keterbukaan dan memberikan perlindungan bagi investor. Keterbukaan dalam rangka Penawaran Umum Perdana memang menjadi tajuk utama dalam permasalahan perlindungan investor di Pasar Modal. Hal ini karena banyak oknum emiten yang tidak mengungkapkan kebenaran fakta material dalam prospektus Perusahaan.
Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa penawaran umum menyebabkan timbulnya kewajiban yang lebih luas dari emiten. Hal ini dikarenakan, dengan melakukan penawaran umum maka akan timbul kewajiban bagi emiten untuk menjalankan prinsip keterbukaan (Disclosure Principle) terhadap segala macam aspek fakta material di dalam perusahaan. 
Prinsip keterbukaan (Disclosure Principle) merupakan agenda terpenting di dalam pasar modal ketika suatu perusahaan akan dan sudah melantai di bursa efek. Dalam proses tersebut emiten harus menginformasikan fakta material mengenai perusahaan melalui prospektus. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum perdana dengan tujuan agar investor membeli efek perusahaan yang akan melantai di bursa. 
Prospektus merupakan pintu awal untuk emiten dan investor dapat berinteraksi dalam hukum permintaan dan penawaran. Sehingga hal tersebut yang akan menentukan kualitas suatu efek yang akan dijual ke publik. Karena prospektus adalah dokumen tertulis yang akan di uji publik kemudian di analisa oleh investor maka prospektus memiliki konsekuensi yuridis apabila didalamnya mengandung ketidakbenaran informasi.
Menerapkan prinsip keterbukaan di dalam prospektus tidak hanya menjadi kewajiban bagi emiten yang akan melakukan penawan umum perdana tetapi juga hak investor yang akan menginvestasikan modalnya. Secara substansi, aspek keterbukaan yang tertuang dalam prospektus ketika penawaran umum perdana harus memberikan informasi yang utuh (Well Informed). Secara yuridis, pelaksanaan prinsip keterbukaan merupakan bentuk perlindungan hukum pasar modal terhadap investor dalam mengantisipasi kerugian investasi.
Perlindungan hukum merupakan salah satu perangkat untuk melindungi masyarakat yang diberikan oleh negara demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum.  Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya menegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.  Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

III.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Analitis, yaitu “menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, data di lapangan, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan”.  Tujuannya untuk mengejawantahkan secara konstruktif dari data primer dan sekunder atas Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham, dengan menggunakan kaidah, metode dan kajian yang sesuai.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yaitu sebuah pendekatan hukum meliputi asas, norma, dan kaidah hukum. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif itu adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji”.  Metode tersebut diaplikasikan karena data yang digunakan adalah data sekunder yang di dapat dengan cara studi kepustakaan melalui penelusuran aturan hukum dari sumber-sumber seperti, buku, literatur, artikel, dan internet yang terkait dengan Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham.

IV. PEMBAHASAN
A. Aturan Hukum Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham
Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UU Pasar Modal bahwa emiten yang melakukan penawaran umum (public offering) wajib menyediakan prospektus. Prospektus berisi informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Suatu prospektus harus mencakup semua rincian informasi dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin emisi efek (jika ada).
Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. Urutan penyampaian fakta pada prospectus ditentukan oleh relevansi fakta terhadap masalah tertentu. 
Pedoman Penyusunan Prospektus dapat dilihat pada Peraturan Bapepam Nomor IX.C.6 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana menentukan bahwa suatu prospektus wajib mencakup semua rincian dan fakta material mengenai reksa dana yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh manajer investasi dan/atau direksi reksa dana (bila reksa dana berbentuk perseroan), di samping keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan ini. Prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif.
Setiap prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material, atau tidak memuat fakta material yang dibutuhkan, agar informasi yang termuat dalam prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Bagi manajer investasi yang menawarkan lebih dari satu reksa dana, prospectus dapat memuat lebih dari satu reksa dana. Dalam pemasaran reksa dana tersebut, prospektus terbaru wajib disediakan untuk pemodal.
Adanya kewajiban untuk menerbitkan prospektus yang benar pada Pasal 78 UU Pasar Modal mengandung konsekuensi adanya tanggung jawab atas prospektus yang tidak benar sebagaimana dimuat dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UU Pasar Modal berikut ini.
Pasal 78
(1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
(2) Setiap Pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah meyetujui, mengizinkan atau mengesahkan suatu Efek. atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.
(3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.
Pasal 80
(1) Jika pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehigga informasi dimaksud menyesatkan, maka :
a. Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
b. Direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran; wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab alas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:
a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan 
b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran, yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
(4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.
Pasal 81
(1) Setiap Pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
(2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian vang timbul dari transaksi Efek dimaksud.
Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik. Penegakan hukum tidak boleh lepas dari kerangka keadilan, karena kalua tidak pada gilirannya penegakan hukum akan menjadi bumerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia.
Bapepam secara tidak langsung berupaya agar pemegang saham mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perseroan Terbatas mendorong pemegang dan investor untuk aktif memantau perkembangan dan kegiatan perseroan. Undang-undang Perseroan Terbatas pun memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas seperti dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 60 ayat (2), Pasal 67, Pasal 110 ayat (3), Pasal 117 ayat (1) huruf b. Pemegang saham berhak untuk meminta pertanggungjawaban direksi malah merugikan perseroan.
Pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perseroan atau pemegang saham independen berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkenaan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. Undang-undang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya memotivasi pemegang saham untuk aktif dalam memantau, memutuskan kebijakan perseroan.

B. Dampak Hukum Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham Bagi Investor Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Pasal 102 menetukan kewenangan BAPEPAM (OJK) untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 UUPM, pelanggaran terhadap persyaratan transparansi ini dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, baik yang dilakukan secara sengaja (dolus) maupun karena kealpaan/kelalaian (culpa). 
Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 UUPM itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk misrepresentation dan omission serta insider trading. Pasal 111 UUPM tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian. Namun dalam pembahasan kali ini hanya akan dibahas mengenai pengaturan terhadap sanksi perdata dan sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku pasar modal yang melanggar prinsip keterbukaan.
a. Sanksi Perdata
Emiten bertanggungjawab sepenuhnya atas segala keterangan dan data perusahaannya yang dimuat dalam prospektus. Manipulasi keterangan/data yang dimuat dalam prospektus dapat mengakibatkan gugatan perdata maupun tuntutan pidana terhadap emiten.
Jika antifraud dalam transaksi saham dikaji dari ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka peraturannya juga terlihat masih bersifat umum dan belum optimal untuk digunakan sebagai antifraud dalam transaksi saham. Apabila dalam perjanjian pembelian saham oleh investor terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan, misalnya misrepresentation informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham. Pembatalan perjanjian itu dikaitkan dengan ketentuan unsur “kesepakatan” sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Alasannya, pada saat investor membuat kesepakatan telah terdapat penipuan yang pada akhirnya menimbulkan kesesatan. Apabila kesepakatan perjanjian diperoleh disertai dengan penipuan, maka perjanjian itu mempunyai “cacat kehendak” dan inilah yang membuat perjanjian itu dapat dibatalkan.
Memang KUHPerdata terdapat ketentuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang dapat dipakai sebagai dasar hukum “ganti rugi” bagi pihak yang dirugikan. Namun, apabila ketentuan perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut tersebut diterapkan dengan penafsiran sempit akan membuat ketentuan tersebut tidak optimal sebagai ketentuan antifraud dalam perdagangan saham, karena dalam penafsiran sempit perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur kesalahan.
Namun, tidak adanya ketentuan keterbukaan wajib atas informasi dalam KUHPerdata akan menyulitkan penerapan ketentuan perbuatan melawan hukum untuk antifraud dalam transaksi saham. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya ketentuan keterbukaan wajib maka kategori unsur kesalahan tidak akan terpenuhi dalam penerapan ketentuan perbuatan melawan hukum sebab tidak dapat menuntut pihak yang diam atau tidak mengungkapkan informasi telah melakukan kesalahan.
Agar ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bisa optimal dalam penerapannya sebagai ketentuan antifraud dalam perdagangan saham maka harus diterapkan penafsiran luas, sebagaimana yurisprudensi putusan Hoge Raad (Drukker-arrest) tanggal 31 Januari 1919 yang merumusakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tak perbuatan yang baik melanggar hak orang lain maupun bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ataupun kesusilaan, kepatutan dalam pergaulan di dalam masyarakat mengenai orang lain atau benda milik orang lain.
Dengan penafsiran luas atas perbuatan melawan hukum akan dapat menjadi dasar hukum ganti kerugian kepada investor bila emiten, lembaga penunjang, profesi penunjang pasar modal tidak melaksanakan prinsip keterbukaan atau bila terjadi misrepresentation dan omission sebab hal tersebut bertentangan dengan kewajiban mereka dan telah melanggar hak investor untuk memperoleh informasi fakta material. Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan sendiri, melainkan juga untuk kerugian karena kelalaian atau kurang hati-hati.
b. Sanksi Pidana
Tujuan prinsip keterbukaan salah satunya adalah perlindungan terhadap investor. Tidak berlebihan apabila Undang-Undang Pasar Modal suatu negara termasuk Indonesia, mewajibkan prinsip keterbukaan walaupun negara tersebut telah mempunyai ketentuan antifraud sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). AntiFraud yang diatur dalam KUHP tidak memadai atau tidak efektif untuk memberikan jaminan hukum bagi investor di pasar modal. KUHP tidak memuat pengaturan keterbukaan wajib dan tidak mengatur secara spesifik tentang penipuan atau perbuatan curang dalam transaksi saham.  Meskipun berbagai macam ancaman hukuman akan dikenakan kepada para pelanggar berupa penjara atau kurungan, serta denda uang sesuai dengan bobot tindak pidana yang dilakukannya. 
Pelaksanaan prinsip keterbukaan berkaitan juga dengan perlunya peraturan yang terperinci mengenai perbuatan menyesatkan, khususnya mengenai elemen-elemen pernyataan menyesatkan. Berbeda dengan Amerika Serikat, peraturan pasar modal Indonesia tidak cukup terperinci mengatur elemen-elemen perbuatan menyesatkan. 
Jika perbuatan yang menyesatkan akibat misrepresentation dan omission didasarkan pada elemen-elemen yang terdapat dalam ketentuan pidana menurut Pasal 380 KUHP yang mengatur mengenai “berita bohong” maka ketentuan tersebut tidak sesuai dan juga belum cukup. Oleh karena elemen-elemen ketentuan tindakan kabar bohong dalam KUHP tersebut tidak dapat diterapkan untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan misrepresentation dan omission. Hal ini dikarenakan pasal tersebut hanya mengatur bahwa, pertama, terdakawa hanya dapat dihukum apabila kabar yang disiarkan adalah kabar bohong. Yang dianggap kabar bohong adalah tidak saja memberikan kabar yang kosong akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Kedua, menaikkan atau menurunkan harga barang-barang dan sebagainya dengan menyiarkan kabar bohong hanya dapat dihukum apabila penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
Mengingat ruang lingkup kejahatan serta kemungkinan terjadinya upaya-upaya yang menyebabkan pelaku lolos dari lingkup pasar modal maka kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan efisien dengan penegak hukum lainnya, misalnya Kepolisian dan Kejaksaan akan dapat menutup ruang gerak pelaku lebih tertutup. 
Berkaitan dengan kasus yang dialami oleh PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, Andianto Setiabudi selaku pengurus lama yang membuat penyataan tidak benar terkait pajak dalam prospektus yang diterbitkan pada 1 Juli 2013 oleh PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk dalam rangka penwaran umum, bahkan dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) justru menuntut Andianto Setiabudi salah satunya dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yangmana JPU menuntut hukuman penjara selama 20 tahun dan denda Rp 200.000.000.000,- (Dua Ratus Miliar Rupiah).  Hal tersebut membuktikan bahwa regulasi mengenai penerapan sanksi bagi pelaku pasar modal belum memadai.

C. Penyelesaian Permasalahan Perlindungan Investor Pasar Modal Atas Ketidakbenaran Isi Prospektus Saat Proses Penawaran Umum Perdana Saham
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban.
Tanggung jawab utama dari Profesi Penunjang Pasar Modal adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclosure) yang sifatnya terus-menerus. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, profesi penunjang pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabah mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di bidang pasar modal. Selain itu, secara aktif profesi penunjang pasar modal memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya, tidak mengatur secara rinci mengenai tanggung gugat profesi penunjang pasar modal. Namun hal ini, tidak dimaksudkan bahwa profesi penunjang pasar modal terlepas sama sekali dari tanggung gugat, sebab terdapat beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tersebut yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian beban tanggung gugat bagi profesi penunjang pasar modal.
Hal tersebut didasarkan pada arti pentingnya keberadaan profesi penunjang pasar modal di dalam kegiatan pasar modal, yaitu bahwa meskipun profesi penunjang pasar modal bukan sebagai pelaku utama di dalam kegiatan pasar modal, namun keberadaan profesi penunjang pasar modal ini diwajibkan dan sangat diperlukan oleh calon emiten dalam setiap proses go public. Sebagaimana diungkapkan bahwa emiten bertanggung gugat atas pernyataan dan informasi yang mengandung misleading statement dan ommision of fact yang terdapat di dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan dalam proses go public.
Berkenaan dengan hal tersebut, profesi penunjang pasar modal juga ikut bertanggung gugat minimal untuk bidang pekerjaan yang dilakukannya untuk emiten. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang pada intinya menentukan bahwa profesi penunjang pasar modal ikut bertanggung gugat, yang pendapat atau keterangannya dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran, mengakibatkan adanya misleading statement dan ommision of fact serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya investor.
Bahkan lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 80 ayat (3) UU No.8 Tahun 1995, bahwa profesi penunjang pasar modal tidak bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh investor apabila profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional. Berkenaan dengan adanya tuntutan ganti rugi tersebut, maka perlu diperhatikan adanya ketentuan di dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa tuntutan ganti rugi itu hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut merupakan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan (kadaluwarsa) tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Emiten yaitu lima tahun.
Dalam rangka mendukung usaha pemerintah untuk mewujudkan adanya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi di dalam kegiatan pasar modal, dengan jalan memberikan informasi yang lengkap dan wajar kepada masyarakat investor, maka Emiten dan lembaga yang terkait lainnya khususnya Profesi Penunjang Pasar Penunjang Pasar Modal seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan secara benar hal-hal yang menyangkut perusahaan sesuai dengan profesinya masing-masing.
Sesuai dengan nama lembaganya, maka pengertian “profesi penunjang” di sini dimaksudkan sebagai keseluruhan kegiatan profesionalisme yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal. Semua pihak yang mengandung predikat profesional, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal, adalah pihak yang ahli dalam bidangnya, independen dalam memberikan pendapat, dan mempunyai integritas tinggi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
1. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), mengatur bahwa pembuatan prospektus harus memuat keterangan yang benar tentang fakta material. Setiap prospektus yang dikeluarkan oleh emiten dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.  Prospektus harus memuat pernyataan tentang adanya risiko khusus yang dihadapi perusahaan dan atau kondisi khusus dari efek yang ditawarkan. Pengaturan pasar modal melalui UUPM mengamanatkan adanya prinsip-prinsip utama dalam menjalankan kegiatan di pasar modal. Prinsip tersebut antara lain: keterbukaan informasi, profesionalitas dan tanggungjawab para pelaku pasar modal, pasar yang tertib dan modern, efisiensi, kewajaran, serta perlindungan investor. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan di pasar modal haruslah dilakukan dengan mengutamakan perlindungan bagi kepentingan investor atau pemodal (selanjutnya disebut sebagai pihak ketiga). Investor adalah masyarakat baik perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten.
2. Menurut Pasal 80 ayat (1) UUPM, mereka dapat bertanggungjawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Khusus untuk tanggung jawab pihak profesi penunjang pasar modal, menurut Pasal 80 ayat (2) dan penjelasannya, mereka hanya bertanggungjawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka penawaran umum. Oleh karena itu, pemodal hanya dapat menuntut ganti kerugian yang timbul dari pendapat atau penilaian yang diberikan profesi penunjang pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menetapkan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana, dan perdata. Pasal 102 menetukan kewenangan BAPEPAM (OJK) untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal tersebut
3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 UUPM, pelanggaran terhadap persyaratan transparansi ini dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, baik yang dilakukan secara sengaja (dolus) maupun karena kealpaan/kelalaian (culpa).  Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 UUPM itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk misrepresentation dan omission serta insider trading. Pasal 111 UUPM tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.

B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang akan diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan isi prospektus yang menyesatkan, sebagai berikut:
1. Pengaturan terkait dengan penawaran umum dan isi prospektus harus terus diperbaharui karena dengan kemajuan teknologi setaip saatnya yang selalu berubah dan semakin canggih maka aturan harus dapat menjangkau segala kemungkinan yang merugikan investor.
2. Penerapan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti memberikan informasi yang menyesatkan pada isi prospektus, haruslah di blacklist agar kejadian serupa tidak dapat terjadi lagi dan memberikan efek jera.
3. Perlindungan terhadap investor yang terkena informasi menyesatkan dari isi prospektus tersebut harus diberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah dirugikan atas informasi yang menyesatkan tersebut.
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